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ABSTRAK 

 

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KHIYAR 

DALAM JUAL BELI CABAI SISTEM PLASTIKAN 

(Studi Kasus di Pasar Kota Metro) 

 

Oleh: 

Misela 

Khiyar menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal 

atau lebih. Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang 

melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan 

mekanisme tertentu. Khiyar berarti hak yang dimiliki antara barang-barang yang 

diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang 

akan dibeli. Hak khiyar ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang 

diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan 

karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap hak khiyar dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber 

data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (interview) 

terhadap pedagang cabai dan konsumen. Dokumentasi yang digunakan berupa 

dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi profil Pasar 

Kota Metro maupun dokumen para pedagang cabai di Pasar Kota Metro. Data 

yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara 

berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari 

fakta yang khusus dan  kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum 

ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual beli cabai sistem plastikan di 

Pasar Kota Metro hak khiyar dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota 

Metro tidak semua pembeli mendapatkan hak penukaran atau pengembalian cabai. 

Penukaran cabai didapatkan oleh para pembeli ketika ada kesepakatan antara 

penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut menggunakan syarat yakni 

pengembalian cabai dapat diterima dengan kuantitas cabai yang membusuk 

mencapai 3 kilogram per kemasan plastik. Menurut ulama fiqih, khiyar „aib 

berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dengan ketentuan bahwa cacat 

tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya. Hak 

khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal 

balik pihak-pihak yang melakukan jaul beli. 
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MOTTO 

 

                                 

        .........     

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.......”. 
 

 

 (Q.S. An Nisaa‟ : 29)
1
 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Q.S. An Nisaa‟ (4) : 29 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Syari‟at Islam menyusun suatu tata cara jual beli yang wajib diikuti 

dalam usaha perdagangan dengan tujuan agar terhindar dari penipuan, 

pemalsuan dan akal busuk manusia. Salah satu cara tersebut adalah hak 

pilih (khiyar). Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang 

dinamis sebab polanya mengikuti perkembangan peradaban manusia. 

Perkembangan peradaban manusia ini diiringi dengan berkembangnya 

kebutuhan manusia itu sendiri. 

Jual beli mabrur adalah salah satu usaha yang baik, ada hal 

penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli. Khalifah 

Umar bin Khatab pernah mengingatkan kepada para pedagang agar 

mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada 

praktik riba. Riba dalam jual beli adalah rambu-rambu yang sering 

diingatkan oleh Nabi.
2
 

 

Sebagaimana penjelasan di atas, ada barang-barang yang hanya 

boleh ditukar (dijual belikan) atas dasar kesamaan timbangan atau 

takaran dan kontan. Jika tidak demikian maka praktik pertukaran tersebut 

adalah mengandung riba. Hal ini menunjukkan bahwa riba dan 

perbuatan terlarang lainnya bisa terjadi pada praktik jual beli, meskipun 

Al-Quran menempatkan keduanya pada dua kutub yang berlawanan 

dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

                                                             
2  Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”, Jurnal Economica, 

Semarang:  IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, 52 
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Menurut etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu 

dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari al-bai‟ adalah asy-syira‟, al-

mubadah, dan at-tijarah. Adapun jual beli menurut terminologi, para 

ulama berbeda pendapat, menurut ulama hanafiyah jual beli merupakan 

pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang 

dibolehkan). Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta 

dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah 

pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.3 

 

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli 

menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau 

lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, 

penjual berhak memiliki uang sebagai pembayaran atas jual beli tersebut. 

Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. 

Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. 

Jual beli merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan 

(ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan 

lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Dalam melakukan akad atau 

kontrak jual beli, seorang pembeli memiliki kewenangan atau hak untuk 

menolak atau menerima barang yang akan diperjual belikan di dalam 

perdagangan. 

Transaksi jual beli di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak 

akan terlepas dari sebuah permintaan atau penawaran, baik tawar menawar 

dalam harga maupun penawaran dalam pengembalian barang yang sudah 

dibeli, istilah tersebut dalam Islam dapat dikatakan sebagai khiyar. Hak 

khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan 

kemaslahatan bagi pembeli sehingga hak khiyar merupakan ruang yang 

                                                             
3 Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73 
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diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi hal-hal yang berkaitan dengan 

objek transaksi yang telah dilakukan. 

Kata khiyar menurut bahasa berarti memilih. Sedangkan secara 

terminologi khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua 

belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau 

membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-

masing pihak yang melakukan transaksi. Khiyar itu sendiri bersumber 

dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat, dan khiyar 

ta‟yin, dan ada pula khiyar yang bersumber dari syara‟seperti khiyar 

majlis, khiyar aib dan khiyar ru‟yah.
4
 

 

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hak pilih 

(khiyar) ditetapkan syari‟at Islam bagi orang-orang yang melakukan 

transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. Khiyar ini penting dalam 

transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua 

pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang 

mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan 

yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status 

khiyar, menurut ulama‟ fiqh adalah disyari‟atkan atau dibolehkan karena 

suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan 

masing-masing pihak yang melakukan transaksi. 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20 yang 

dimaksud dengan khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.
5
 

Sebagaimana pasal 20 tersebut, dapat diketahui bahwa khiyar merupakan 

                                                             
4  Gemala Dewi, et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2005), 72 
5 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 16 
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hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli yang sedang 

berlangsung. 

Khiyar menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik 

dari dua hal atau lebih. Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau 

kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau 

tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Khiyar berarti 

hak yang dimiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal 

dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. 

Hak khiyar ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang 

diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak 

bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu 

kontrak.
6
 

 

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang 

melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang 

telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi 

tercapai dengan baik. Apabila ijab qabul telah terlaksana antara penjual 

dan pembeli, maka kedua belah pihak dibolehkan meneruskan atau 

membatalkan akad tersebut selama masih di tempat akad dan selama 

mereka sepakat tidak ada khiyar lain setelahnya. 

Selain itu barang yang cacat atau rusak, yang sebelumnya telah 

diketahui oleh pembeli, maka akadnya sah dan tidak ada hak khiyar. 

Namun, jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut, dan 

mengetahuinya setelah melakukan akad, maka akad tetap dinyatakan 

benar, akan tetapi tidak berlaku. Dalam hal ini, pembeli berhak melakukan 

khiyar untuk mengembalikan barang dan mengambil pembayarannya yang 

telah diberikan kepada pihak penjual. 

                                                             
6  Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: dalam perspektif kewenangan peradilan 

agama (Jakarta: Kencana, 2012),  98 
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Sebagaimana hasil survey yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa transaksi jual beli cabai dengan sistem plastikan di pasar Kota 

Metro sangat umum dilakukan oleh para pedagang cabai. Wadah berupa 

kantong plastik bening sangat mudah ditemukan dan mudah digunakan. 

Ketika mengemas cabai para pedagang langsung memasukkan cabai ke 

dalam kantong plastik agar lebih efisien dan menghemat waktu pembelian. 

Timbangan cabai yang telah dikemas dalam kantong plastik bening 

berkisar 5 kg sampai 10 kg. Pada saat konsumen datang membeli cabai, 

para pedagang hanya menimbang kembali cabai yang akan dibeli oleh 

konsumen, agar konsumen melihat dengan jelas bahwa cabai yang telah 

dikemas sudah sesuai dengan timbangan. Namun untuk kualitas cabai, 

konsumen tidak dapat memilih karena cabai sudah dikemas di dalam 

kantong plastik besar.
7
 

Selain itu, dalam wawancara dengan konsumen dapat diketahui 

bahwa ketika melakukan transaksi jual beli cabai sistem plastikan, pada 

awalnya tidak ada kendala apapun dalam transaksi tersebut. Cabai yang 

telah dikemas menggunakan kantong plastik akan ditimbang kembali 

ketika ada konsumen yang akan membeli sehingga konsumen dapat 

melihat dengan jelas besar timbangannya. Untuk kualitas cabai konsumen 

tidak dapat memilih sendiri cabai mana yang akan dibeli karena cabai 

sudah dalam kondisi terbungkus kantong plastik transparan. Cabai yang 

sudah terbungkus plastik bening terlihat masih baik. Namun, setelah 

                                                             
7 Abdulloh selaku Pedagang Cabai, (Wawancara pada Tanggal 08 Juni 2019) 
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konsumen tiba di rumah dan cabai dalam kantong plastik tersebut dibuka, 

ternyata cabai yang berada paling dalam sedikit membusuk. Hal tersebut 

dikarenakan cabai yang telah terbungkus kantong plastik akan menguap 

atau mengeluarkan air seperti keringat, air tersebut menyebabkan sebagian 

cabai terkena air sehingga cabai akan cepat membusuk. Hal inilah yang 

merugikan konsumen, karena konsumen tidak dapat memilih sendiri cabai 

yang akan dibeli. Konsumen hanya dapat melihat kualitas cabai di luar 

plastik pembungkus.
8
 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik 

menuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Cabai Sistem 

Plastikan (Studi Kasus di Pasar Kota Metro)”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka timbul 

pertanyaan yaitu “Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 

hak khiyar dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk rnenangkap arti 

(meaning/understanding) yang terdalam (Verstehen) atas suatu peristiwa, 

gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk 

mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau 

                                                             
8 Rahma selaku Konsumen, (Wawancara pada Tanggal 08 Juni 2019) 
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korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.
9

 Adapun tujuan dalam 

penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui tinjauan hukum 

ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual beli cabai sistem plastikan 

di Pasar Kota Metro. 

Adapun Manfaat Penelitian yang peneliti lakukan antara lain adalah : 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuwan, 

khususnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak 

khiyar dalam jual beli cabai sistem plastikan. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat di Pasar Kota Metro. 

 

D. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. 

Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah 

yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.
10

 Untuk itu, penelitian 

relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, 

sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan 

berada. 

                                                             
9
 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 107 
10  Zuhairi et.al, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Metro (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2018), 30 
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Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, tesis, 

jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti 

sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. 

Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing 

pihak. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis 

lakukan ialah sebagai berikut: pertama, hasil penelitian Rachmi Shafarni 

yang berjudul, “Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online 

(Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)”.
11

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

penerapan khiyar dalam jual beli secara online di Banda Aceh belum berjalan 

dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait 

konsep khiyar dalam jual beli secara online. Adapun khiyar yang diterapkan 

oleh pelaku jual beli online di Banda Aceh adalah khiyar majlis, khiyar aib, 

dan khiyar syarat. Sedangkan untuk khiyar ta‟yin dan khiyar ru‟yah belum 

diterapkan oleh ke enam pelaku jual beli online di Banda Aceh. Ditinjau 

berdasarkan fiqh muamalah praktik khiyar yang telah diterapkan oleh pelaku 

jual beli online di Banda Aceh telah sesuai dengan fiqh muamalah, di mana 

praktik khiyar yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk 

perlindungan konsumen (pembeli).  

                                                             
11

 Rachmi Shafarni, “Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu 

Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. Diunduh dalam website repository.ar-

raniry.ac.id/6130/2/Rachmi%20Safarni.pdf 
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Kedua, hasil penelitian Dewi Rohmawati yang berjudul, “Tinjauan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Di 

Toko Kasyfa Collection, Klaten.
12

 Berdasarkan hasil penelitian, praktek 

khiyar dalam jual beli di Toko Kasyfa Collection, Klaten belum sepenuhnya 

terpenuhi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah dan sebagaian 

terpenuhi. Karena tidak melayani pembatalan akad atau uang kembali. 

Ketiga,  hasil penelitian Muzakir yang berjudul, “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus Pada Jual Beli 

Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa)”.
13

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

kajian yang dilakukan, pembatasan hak khiyar aib yang dilakukan oleh 

penjual pakaian di Pasar Baru Kota Langsa sering kali dialami oleh pembeli. 

Jika pembeli mendapatkan aib qadim pada pakaian yang dibelinya, hanya hak 

tukar dengan pakaian lainnya yang diberikan oleh penjual, bahkan ada 

sebagian penjual, menukar dengan pakaian lainnya pun tidak diizinkannya. 

Jual beli tanpa khiyar itu terjadi karena berbagai sebab, diantaranya para 

penjual juga mendapatkan perlakuan yang sama disaat membeli pakaian 

untuk barang dagangannya di grosir besar Kota Medan adanya, karena sudah 

menjadi tradisi maka penjual tidak memberikan hak khiyar aib ditakutkan 

terjadi perselisihan antar penjual, kemudian awamnya pengetahuan penjual 

                                                             
12 Dewi Rohmawati, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah Terhadap Khiyar 

dalam Jual Beli Di Toko Kasyfa Collection, Klaten”, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta, 2018. Diunduh dalam website eprints.iain-surakarta.ac.id/3282/1/pdf%20ful.pdf 

13 Muzakir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus 

Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa)”, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014. Diunduh dalam website 

https://docplayer.info/42545689-Tinjauan-hukum-islam-terhadap-jual-beli-tanpa-hak-khiyar-studi-

kasus-pada-jual-beli-pakaian-di-pasar-baru-kota-langsa-skripsi.html 
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dan pembeli tentang khiyar dalam jual beli. Dilihat dari hukum Islam, jual 

beli tanpa hak khiyar yang dilakukan oleh penjual dibolehkan, jika para 

penjual memastikan bahwa pakaian yang ingin dijualnya itu sempurna (tidak 

beraib), serta menjelaskan terlebih dahulu kepada pembeli bahwa pakaian 

yang ingin dijualnya itu beraib (jika pakaiannya itu beraib), sehingga penjual 

dan pembeli itu sudah saling mengetahui dan saling ridha akan aib pada 

barang serta ridha akan harganya. Adapun jual beli yang mengandung 

penipuan dan paksaan sehingga merugikan salah satu pihak, maka akad jual 

beli itu tidak sah. 

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan 

dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan dari ketiga hasil 

penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan khiyar dalam Jual Beli. 

Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan 

kepada konsep khiyar dalam jual beli secara online yang diterapkan oleh 

pelaku jual beli online adalah khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar syarat.  

Pada penelitian kedua lebih difokuskan kepada praktek khiyar dalam jual beli 

yang tidak melayani pembatalan akad atau uang kembali. 

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan 

pada jual beli tanpa khiyar. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti 

lakukan yakni lebih difokuskan kepada hak khiyar dalam jual beli cabai 

sistem plastikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang 

berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan al-

bai, al-Tijarah dan al-Mu-badalah. Pada intinya jual beli merupakan 

suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai 

manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati 

perjanjian yang telah dibuat. 

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai‟ yang berarti 

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. 

Lafal albai‟ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawannya, yakni kata asysyira (beli). Dengan demikian, 

kata al-bai‟ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli 

atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan 

sesuatu.
14

 

 

Sebagaimana pengertian di atas, jual beli merupakan pertukaran 

harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) 

syara‟ yang disepakati. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, 

menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. 

Arti kata bai‟ dan syira‟ menurut bahasa adalah pertukaran 

secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut 

makna istilah,  jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual 

                                                             
14 Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam“, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 

Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 240 
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beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. 

Definisi jual beli menurut syara‟ senada dengan definisinya 

menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur 

tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari‟at Islam. Aturan 

syara‟ tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, 

disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab kabul.
15

 

 

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan 

dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan syara‟. Definisi 

jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan 

sebagai hal penting menurut syara‟. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan 

akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang 

kala tidak ada. 

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu 

yang bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya 

tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat 

direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang 

(baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang 

sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui. Prinsip jual beli yang 

dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur maisir, 

gharar, dan riba.
16

 

 

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli 

merupakan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan 

kenikmatan, benda yang dijual belikan ada disekitar atau tidak 

ditangguhkan, bukan barang yang merupakan hutang, dan barang yang 

sudah diketahui bentuk dan sifat-sifatnya secara jelas, tidak ditutup-tutupi 

kondisi barang yang akan diperjual belikan tersebut. 

 

 

                                                             
15  Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”, Jurnal Economica, 

Semarang:  IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, 57 
16 Supriadi, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Bogor: GUEPEDIA, 2018), 15 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Supriadi,+S.E.I.,+M.E.I%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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2. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Pengertian rukun adalah “sesuatu yang merupakan unsur pokok 

pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada”.
17

 Penjual dan pembeli 

merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan 

pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak 

mungkin terwujud. 

Adapun rukun-rukun jual beli yaitu “ada penjual, ada pembeli, 

ada uang, ada barang, dan ijab kabul (serah terima) antara penjual dan 

pembeli”.
18

 Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya 

bisnis yang sedang dilakukan itu halal. rukun jual-beli menunjukkan 

pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. 

Pengertian syarat adalah “sesuatu yang bukan merupakan usnur 

pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya”.
19

 Jika ia tidak 

ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama 

suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama 

suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. 

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut : 

a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. 

Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan 

yang buruk).  

b. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksanaan orang lain. Jika 

dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual 

memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan 

ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. 

                                                             
17 Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”,  Jurnal Riset 

Akuntansi Dan Bisnis, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, Vol 13 No . 2 / September 

2013, 205 
18 Shobirin, “Jual Beli., 246 
19 Ibid. 
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Ketentuan ini, sesuai dengan hadist Rasul yang mengatakan bahwa 

jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. 

c. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah 

jual beli sendirian. 

d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak 

sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri 

tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan 

memberikan kuasa kepadanya. 

e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.  

f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara‟. Tidak sah jual 

beli sesuatu yang haram zatnya. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh 

diprjualbelikan. 

g. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang 

halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi 

dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang 

menyatakan “bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan 

cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok.”
20

 

 

Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada 

manfaatnya tidak sah. Tidak sah menjual barang yang sudah hilang atau 

barang yang sulit mendapatkannya. Tidak sah menjual barang orang lain 

dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya 

atau baru akan menjadi miliknya. Mestilah diketahui kadar barang atau 

benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang 

disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh. 

3. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah 

disyari‟atkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Yang 

berkenaan dengan hukum taklifi. Jual beli disyariatkan oleh Allah 

berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut : 

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 : 

                                                             
20 Siti Mujiatun, “Jual Beli., 205 
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Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. 

Al Baqarah : 275).
21

 

 

Sebagaimana ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah 

menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. 

Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai 

pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah 

dimakan sebelum turunya firman Allah ini, apabila pelakunya 

bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan 

dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi 

                                                             
21 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 

2014), 47 
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kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka 

adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. 

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282: 

                       

                        

    

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al 

Baqarah : 282).
22

 

 

Ayat tersebut menjelaskan jika terjadi sebuah transaksi jual 

beli hendaknya dikemukakan dengan jelas syarat-syarat 

pembayarannya termasuk waktu pembayarannya. Hendaknya ditulis 

dan diperkuat oleh saksi. Penjual dan pembeli hendaknya bersifat 

adil dan dapat dipercaya sehingga tidak terjadi kecurangan dalam 

transaksi jual beli tersebut. 

c. Firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 29 : 

                             

                        

        

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

                                                             
22 Ibid., 48 
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jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa‟: 29).
23

 

 

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kata perniagaan yang 

berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang 

atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa 

menyewa, import dan eksport, upah mengupah, dan semua yang 

menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga. 

Allah SWT melarang hamba-hambaNya kaum mukminin 

untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya 

dengan cara yang batil. Yaitu dengan segala jenis penghasilan yang 

tak syar‟i, seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan 

lainnya, yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan 

kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya 

sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. 

d. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut: 

 

24
 

 

Artinya: “Dari  Rifa‟ah Ibnu Rafi‟ bahwa Nabi Shallallaahu 

„alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling 

baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seorang dengan tangannya dan 

setiap jual beli yang bersih.” (Riwayat al-Bazzar, Hadits Shahih 

menurut Hakim : 606).
25

 

 

                                                             
23

 Ibid., 83 
24  Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. Irfan Maulana Hakim 

(Jakarta: Darul Haq, 2016), 226 
25 Ibid. 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Al-Hafizh+Ibnu+Hajar+al-Asqalani%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Sebagaimana dijelaskan hadits tersebut, ketika Rasulullah ditanya 

dengan istilah pekerjaan yang paling baik, maka Rasulullah Saw 

menjawab yakni pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan 

perniagaan yang baik. Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah 

pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu 

bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, 

maupun pekerjaan lainnya. Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya 

adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan 

kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan 

menyembunyikan cacatnya barang yang dijual. 

 

B. Hak Khiyar 

1. Pengertian Hak Khiyar 

Khiyar secara defenisi diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu 

atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk 

melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai 

dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
26

 Terjadi 

khiyar dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum 

berakhir, selama keputusan hak khiyar ini telah disepakati oleh masing-

masing pihak. 

Dalam masalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. 

Apabila kesepakatan antara pejual dan pembeli ingin meneruskan atau 

                                                             
26 Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006), 72 
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membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakan tersebut. 

Penjelasan mengenai hak khiyar terhadap kondisi barang yang cacat ini 

kemudian dinamakan dengan khiyar „aib. 

Secara etimologi, khiyar berarti memilih, menyisihkan, dan 

menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik 

dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara 

terminologis dalam ilmu fiqih, khiyar berarti hak yang dimiliki 

orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua 

hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau 

membatalkannya.
27

 

 

Sebagaimana pengertian tersebut, khiyar dalam akad jual beli 

berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu 

transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad 

yang telah diadakan. 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 

20 ayat 8 dinyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan 

pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang 

dilakukan.
28

 Jika dilihat dari definisi tersebut, khiyar ialah adanya 

pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif 

bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal 

ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua 

belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin 

kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jaul beli. 

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa khiyar 

merupakan hak pilih bagi pembeli untuk dapat meneruskan atau 

                                                             
27 Abdul Ghofur Anshori, Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan 

Implementasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 51 
28 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 16 
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membatalkan jual beli yang berlangsung. Hak khiyar merupakan suatu 

bentuk pemikiran yang dilakukan oleh pembeli untuk benar-benar 

memutuskan transaksi jual beli tersebut akan diteruskan atau dibatalkan. 

2. Dasar Hukum Khiyar 

Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis 

Nabi saw antara lain: 

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu „anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila dua orang melakukan 

jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih 

antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum 

berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara 

keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual 

beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah 

melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual 

beli, maka jadilah jual beli itu.” (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut 

riwayat muslim: 645)
29

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu‟anhu bahwa 

Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa 

membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan 

kesalahannya.”   (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih 

menurut Ibnu Hibban dan Hakim : 644)
30

 

 

                                                             
29 Ibid 
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Sebagaimana kedua hadis di atas suatu transaksi baru dianggap 

sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah 

badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk 

menjual dan atau membeli.  

3. Macam-Macam Khiyar 

Terdapat beberapa macam bentuk-bentuk khiyar, namun hak yang 

dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut: 

a. Khiyar Ta‟yin 

Khiyar ta‟yin yaitu khiyar yang terjadi dalam hal barang yang 

menjadi obyek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang, apabila 

pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap satu barang, maka 

barang itulah yang menjadi obyek akad.
31

 

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam khiyar ta‟yin 

adalah bahwa pilihan maksimal tiga barang saja, harganya harus 

diketahui secara pasti, dan harus ada limitasi waktu yang jelas agar 

penjual mempunyai kepastian terhadap barang yang benar-benar 

dipilih. 

Khiyar ta‟yin merupakan suatu khiyar dimana pihak penjual 

dan pihak pembeli sepakat untuk mengakhiri penentuan barang yang 

dipilih sampai batas waktu tertentu dan hak untuk menentukannya 

berada pada salah satu di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, 

biasanya suatu barang terbagi menjadi tiga jenis, yakni biasa, 
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menengah, dan istimewa. Pihak pembeli diberi pilihan untuk 

menentukan barang yang terbaik menurut pilihannya. 

Menurut mazhab Hanafi, absahnya khiyar ta‟yin harus 

memenuhi syarat-syarat, yaitu: 1) sifat dan nilai benda-benda yang 

menjadi objek pilihan harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing 

benda berbeda jauh, maka khiyar ta‟yin ini menjadi tidak berarti; 2) 

tenggang waktu khiyar ini tidak boleh lebih dari tiga hari. 

b. Khiyar Syarat 

Khiyar syarat adalah suatu khiyar dimana seseorang membeli 

sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan pembeli boleh melakukan 

khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun dengan waktu yang 

lama, apabila pembeli menghendaki maka pembeli bisa 

melangsungkan jual beli dan apabila menghendaki untuk 

membatalkan maka pembeli bisa membatalkannya.
32

 Sebagaimana 

definisi tersebut dapat dipahami bahwa khiyar syarat adalah suatu 

bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan akad jual beli 

memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua 

atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau 

membatalkannya. 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini 

dibolehkan dengan tujuan untuk menjaga hak-hak pembeli dari unsur 

penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan khiyar 

                                                             
32  Muhammad Majdy Amiruddin, “Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-
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syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru 

dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyar yang 

disepakati itu selesai.
33

 

Menurut Syafi‟iyah, apabila masa khiyar tidak jelas 

ketentuannya, maka akad jual beli akan menjadi batal. Seperti saya 

jual kepadamu barang ini dengan syarat khiyar beberapa hari atau 

selamanya, saya jual kepadamu barang ini sekarang, dengan khiyar 

mulai besok. Menurut Hanabilah, masa khiyar syarat harus 

tertentu/diketahui tetapi tidak ada batasannya. Khiyar syarat 

dibolehkan masa berlakunya selama satu bulan atau satu tahun dan 

seterusnya. Akan tetapi, apabila masa khiyarnya tidak jelas, maka 

syaratnya fasid (rusak), tetapi jual belinya sah.
34

 

c. Khiyar Ru‟yah 

Khiyar ru‟yah yaitu khiyar yang terjadi dalam jual beli yang 

hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa ditunjukkannya 

barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang 

yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah 

ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau 

membatalkan akad yang telah dibuatnya.
35

 

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, 

Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa khiyar ini 

disyariatkan atau dibolehkan apabila barang yang menjadi objek akad 
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tidak terdapat di majlis akad, kalaupun ada hanya berupa contoh saja, 

sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang akan dibeli bagus 

atau tidaknya. 

d. Khiyar Cacat/khiyar „Aib 

Khiyar „aib adalah si pembeli boleh mengembalikan barang 

yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang 

mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan 

biasanya barang yang seperti itu baik; dan sewaktu akad cacat itu 

sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu; atau terjadi sesudah akad, 

yaitu sebelum diterimanya.
36

 

Adapun syarat-syarat berlakunya khiyar „aib, menurut para 

pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah: 

1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah 

terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama. 

2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika 

akad berlangsung 

3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak 

mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. 

4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.
37

 

 

Adapun syarat khiyar aib yang harus terpenuhi adalah sebagai 

berikut:  

1) Aib (cacat) terjadi sebelum akad dilakukan atau sebelum adanya 

penyerahan barang. Apabila cacat terjadi setelah penyerahan 

                                                             
36
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barang, atau barang telah dikuasai oleh pembeli, maka khiyar 

dinyatakan tidak berlaku; 

2) pihak pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika 

berlangsungya akad atau berlangsungnya penyerahan barang. Jika 

pihak pembeli sebelumnya telah mengetahui adanya cacat 

terhadap barang tersebut, maka tidak ada hak khiyar baginya; 

3) Tidak ada kesepakatan bersayarat bahwa penjual tidak akan 

bertanggung jawab apabila terdapat cacat. Jika terdapat 

kesepakatan seperti itu, maka hak khiyar pembeli menjadi 

gugur.
38

 

e. Khiyar Majelis 

Khiyar majlis adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli 

untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua 

belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah 

badan khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang 

bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan 

transaksi.
 39

 

 

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang khiyar ini yaitu 

pertama, Asy-Syafi‟i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak 

yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk 

akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di 

tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki 

kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. 

Kedua, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar 
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majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap 

sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan 

kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan 

qabul.
40

 

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak 

berhak melakukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad 

hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi 

apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk 

meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya khiyar majlis 

berakhir dengan adanya dua hal yaitu pertama, keduanya memilih 

akan terusnya akad. Kedua, diantara keduanya terpisah dari tempat 

jual beli.
41

 

 

C. Khiyar Aib 

1. Pengertian Khiyar Aib 

Khiyar„aib merupakan salah satu bentuk khiyar yang terdapat 

dalam jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, 

yang dibuat berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan 

dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna 

sama. Islam mengajarkan kepada setiap muslim terkait dengan 

pembolehan adanya hak khiyar atau pilihan, apakah untuk melanjutkan 

atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan. 
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Istilah khiyar „aib memiliki dua kata yang berbeda makna, namun 

masing-masing istilah tersebut menjadi bentuk frasa yang kemudian 

dijadikan salah satu konsep hukum tersendiri dalam bidang mu‟amalah. 

Terkait dengan defenisi khiyar „aib, terdapat banyak rumusan yang 

dijelaskan oleh ulama dalam berbagai literatur fikih. Banyaknya rumusan 

ini dipenaruhi oleh tidak ada rumusan yang baku mengenai pengertian 

khiyar „aib ini. 

Tujuan khiyar „aib menunjukkan pada suatu hak pilih bagi 

pihak penjual dan pembeli mengenai barang yang memiliki „aib 

atau cacat atau rusak. Istilah khiyar „aib diartikan sebagai suatu hak 

yang dimiliki oleh seseorang dari „aqidain (dua orang yang 

berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika 

dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak 

memberitahukannya pada saat akad.
42

 

 

Dalam pengertian lain, khiyar „aib didefinisikan sebagai hak 

untuk membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan „aib 

(cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad 

berlangsung.
43

 Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual 

maupun oleh pembeli. Dalam kasus seperti ini menurut para fikih, 

ditetapkan hak khiyarbagi pembeli. Persoalan ini muncul saat barang 

yang ditransaksikan cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan 

tidak diketahui oleh pembeli. 

Jadi, khiyar dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati 

barang yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut 

mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada hargannya. Apabila hal ini 
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terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia 

diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali 

uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap 

melanjutkan jual beli ini dengan meminta „iwadh yaitu selisih pada harga 

barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapatin adanya 

cacat. 

Khiyar „aib merupakan suatu keadaan yang membolehkan 

salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad 

atau menjadikannya ketika ditemukan „aib (cacat) dari salah satu 

yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya 

waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Dari 

satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena 

mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi 

kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan 

terbaik.
44

 

 

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud khiyar „aib adalah hak pilih, baik dari pihak penjual atau 

pembeli, atau kesepakatan kedua-duanya untuk meneruskan akad yang 

telah dilakukan, atau membatalkan akad tersebut dengan alasan adanya 

„aib atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Syarat barang 

yang rusak tersebut yaitu diketahui kerusakannya setelah akad 

berlangsung. 

2. Pendapat Ulama Tentang Khiyar‘Aib 

Apabila dilihat lebih jauh, konsep khiyar „aib ini telah 

dikembangkan ulama mazhab. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang 

dimaksud dengan khiyar„aib berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada 
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barang yang diperjualbelikan, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan 

munculnya khiyar. 

Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur 

yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut 

tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan 

Syafi‟iyyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut 

berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.
45

 

 

Dalam hukum Islam, barang yang diperjualbelikan menjadi milik 

atau hak pembeli. Namun, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika 

terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada 

waktu berada di tangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan 

tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan, serta diketahui 

setelah terjadinya akad. Terkait dengan landasan hukum khiyar „aib 

dalam Al-Qur‟an tidak dijelaskan secara rinci. Ketetapan adanya khiyar 

ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. 

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau 

sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan 

yaitu: 

a. Barang rusak sebelum diterima pembeli 

1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka 

jual beli batal.  

2) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli 

harus membayar. 
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3) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi 

pembeli harus khiyar antara melanjutkan atau membatalkan jual 

beli. 

b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli 

Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh 

penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab 

barang telah keluar dari tanggungjawab penjual. Akan tetapi jika 

yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan 

kepada perusaknya. 

c. Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu: 

1) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual 

maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang 

bertanggung jawab. 

2) Penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum 

diserahkan, maka akad menjadi batal. 

d. Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli 

1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya 

ataupun orang lain. 

2) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. 

Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang 

yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, 

maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.
46
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Syarat-syarat barang yang memiliki hak khiyar dalam jual beli 

harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

a. Barang yang diperjualbelikan harus suci benda-benda najis bukan 

hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk 

diperjual-belikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, 

nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.  

b. Barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat yang dimaksud 

dengan barang harus punya manfaat adalah bahwa barang itu tidak 

berfungsi sebaliknya. Barang itu tidak memberikan madharat atau 

sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Para ulama 

As-Syafi‟i menolak jual beli hewan yang membahayakan dan tidak 

memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut, juga 

mengharamkan benda-benda yang disebut dengan alatul-lahwi yang 

memalingkan orang dari zikrullah, seperti alat musik. Dengan syarat 

bila setelah dirusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka 

jual beli alat musik itu batil. Karena alat musik itu termasuk kategori 

benda yang tidak bermanfaat. 

c. Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya tidak 

sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali 

orang tersebut menjadi wali (wilayah) atau wakil. Yang dimaksud 

menjadi wali (wilayah) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang 

anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk 

melakukan transaksi atas benda milik anak itu. 
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d. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan maka menjual 

unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas 

apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak 

sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak 

bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. Demikian 

juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual-

belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan 

penyerahannya. 

e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya barang 

yang tidak diketahui keadaanya, tidak sah untuk diperjual-belikan, 

kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi 

kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Di masa modern dan 

dunia industri, umumnya barang yang dijual sudah dikemas dan 

disegel sejak dari pabrik. Tujuannya antara lain agar terjamin barang 

itu tidak rusak dan dijamin keasliannya. Cara ini tidak menghalangi 

terpenuhinya syarat-syarat jual beli. Sehingga untuk mengetahui 

keadaan suatu produk yang seperti ini bisa dipenuhi dengan beberapa 

tehnik, misalnya: 

1) Dengan membuat daftar spesifikasi barang secara lengkap. 

Misalnya tertera di brosur atau kemasan tentang data-data produk 

secara rinci. Seperti ukuran, berat, fasilitas, daya, konsumsi listrik 

dan lainnya. 
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2) Dengan membuka bungkus contoh barang yang bisa dilakukan 

demo atasnya, seperti umumnya sample barang. 

3) Garansi yang memastikan pembeli terpuaskan bila mengalami 

masalah.
47

 

Setiap bertransaksi, pihak yang terlibat secara implisit 

menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini 

masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama 

suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak 

mengandung cacat. Al-Qur‟an hanya menyebutnya secara garis besar 

bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana 

firman Allah dalam surat An-Nisa‟ayat 29 sebagai berikut: 

                             

                            

     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nissa : 29)
48

 

 

Landasan hukum mengenai hak khiyar secara umum diperoleh 

dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Ketentuan 

mengenai hak khiyar ini jika dipahami menunjukkan bahwa pihak 

penjual tidak dibenarkan menjual barang-barang dalam kondisi rusak. 

                                                             
47 Ibid. 
48 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya., 83 
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Kondisi barang yang dijual hendaknya harus diterangkan secara jelas, 

sehingga pihak pembeli mengetahui kondisi tersebut, apakah tetap 

melanjutkan transaksi jual beli atau tidak. 

Telah ditentukan mengenai diperbolehkannya menggunakan hak 

pilih (khiyar) terhadap kelangsungan transaksi akad jual beli yang 

dilakukan setiap orang. Salah satu bentuk khiyar dalam jual beli tersebut 

adalah khiyar atas barang yang memiliki kerusakan atau cacat 

(khiyar„aib). Menurut ulama fiqih, khiyar „aib berlaku sejak diketahui 

cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik 

hak khiyar dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang 

merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para 

pedagang. 

Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, 

menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang 

merusak jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para 

pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyah, segala 

sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang 

dimaksud seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang 

atau hilang unsur yang dinginkan dari padanya. 

Cacat („aib) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah 

yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum 

para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil yang sifatnya 

tersembunyi. Sedangkan perkataan tersembunyi dalam hal ini diartikan 
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cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang 

normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah 

mungkin juga bahwa orang yang terlalu teliti akan menemukan cacat 

tersebut.
49

 

Definisi cacat menurut ulama Syafi‟iyah adalah setiap sesuatu 

yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan 

tujuan yang sebenarnya. Dari pendapat ulama tersebut dapat dipahami 

bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan 

adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, 

atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang 

diserah terimakan kepada pembeli. 

Menurut ijma‟ ulama pengembalian barang boleh dikembalikan 

pada saat akad berlangsung. Jadi jika akad telah dilakukan dan pembeli 

telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah 

dan tidak ada lagi khiyar setelahya. Dalam melakukan khiyar „aib harus 

memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a. „aib (cacat) yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun 

belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah 

penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak 

berlaku hak khiyar. 

b. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung 

akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli 

                                                             
49 Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan .,  82 
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sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak khiyar 

baginya. 

c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak 

bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada 

kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak khiyar pembeli menjadi 

gugur. 

d. Cacat pada barang tersebut tidak hilang sampai dilakukannya 

pembatalan akad. 

e. Jika ternyata terdapat cacat pada barang yang dijual maka harganya 

menjadi berkurang. Jika seorang pembeli tidak mengetahui cacat 

barang yang dibelinya, lantas belakangan si pembeli mengetahuinya 

maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar. Pembeli berhak 

atas khiyar, bila adanya kecacatan pada barang, memilih antara 

meneruskan jual beli atau membatalkannya. 

f. Jika penjual menyembunyikan „aib telah lewat (pembahasannya), 

maka apabila seseorang membeli barang yang cacat sementara ia 

tidak mengetahui cacatnya hingga keduanya berpisah, ia boleh 

mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.
50

 

Hak khiyar „aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui 

adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu 

untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu 

                                                             
50 Ibid., 81 
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berlakunya, berlaku secara tarakhi. Artinya pihak yang dirugikan tidak 

harus menuntut pembatalan akad ketika mengetahui adanya cacat pada 

barang yang dibeli pada penjual tersebut. Namun menurut fuqaha 

Malikiyyah dan Syafi‟iyah batas waktunya berlaku secara faura. Artinya 

pihak yang dirugikan harus segera mungkin menggunakan hak 

khiyarnya. Jika mengulur-ngulurkan waktu tanpa memberi alasan maka 

hak khiyarnya menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna). 

Dari pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa cacat yang 

dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang 

terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat 

sedang akad penjualan berlangsung atau sebelumbarang diserah 

terimakan kepada pembeli. Menurut ijma‟ ulama pengembalian barang 

boleh dikembalikan pada saat akad berlangsung. Jadi jika akad telah 

dilakukan danpembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang 

tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahya. 

Barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif 

yaitu: 

a. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum 

terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual 

beli tidak batal, akad berlaku seperti semula. 

b. Apabila kerusakan barang diakibatkan oleh perbuatan pihak lain 

bukan penjual atau pembeli, maka pembeli boleh menentukan 

pilihan , antara menerima atau membatalkan akad. 
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c. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah 

terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya. 

d. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, 

pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut 

sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara 

mengambilnya dengan potongan harga. 

e. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap 

wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh 

menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil 

sisa barang dan membayar semuanya. 

f. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana sehingga berkurang 

kadar harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan 

antara membatalkannya atau mengambil sisa dengan pengurangan 

pembayaran.
51

 

Adanya hak khiyar untuk mempertahankan barang cacat tersebut 

oleh pembeli agar barang tersebut menjadi miliknya, dengan meminta 

kompensasi cacatnya. Yakni selisih harga barang yang bagus dengan 

harga barang yang cacat. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

dalam khiyar „aib, pembeli memiliki dua pilihan (hak khiyar) apakah ia 

rela atau puas terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Jika 

pembeli merasa puas dan rela dengan kecacatan yang ada pada barang, 

                                                             
51 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 

155 
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maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang 

telah dibelinya. Namun, jika ia menolak dan mengembalikan barang 

kepada pemiliknya, maka akad yang pernah dilakukan dengan penjual 

menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima 

pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual 

(cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian dan kesalahan pembeli seperti 

akibat terjatuh dan lainnya. 

Bagian Keempat Khiyar „Aib Pasal 235 Benda yang 

diperjualbelikan harus terbebas dari „aib, kecuali telah dijelaskan 

sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan 

akad jual-beli yang obyeknya „aib tanpa penjelasan sebelumnya dari 

pihak penjual. Pasal 237 (1) „aib benda yang menimbulkan perselisihan 

antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) 

„aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang 

berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada 

pembeli apabila obyek dagangan „aib karena kelalaian penjual. (4) 

Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli 

apabila „aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.
52

 

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan 

benda tambahan dari benda yang „aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) 

Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika 

terbukti beberapa diantaranya sudah „aib sebelum serah terima. (2) 

                                                             
52 PPHIMM, Kompilasi Hukum.., 66 
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Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak „aib. Pasal 

240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara 

sempurna tidak dapat dikembalikan.
53

 

Pasal 241 (1) Penjualan benda yang „aibnya tidak merusak 

kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah 

terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang „aib yang 

dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu 

kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 

242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. 

(2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam 

ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh 

uangnya.
54

 

  

                                                             
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang 

dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu 

satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke 

lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan 

atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan 

sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehenshif tentang 

situasi setempat.
55

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan 

menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu 

mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus 

masalah yang ditentukan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu 

metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. 

Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada 

                                                             
55  J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 9 
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variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa 

adanya.
56

 Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang 

terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar 

dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang 

signifikan mengenai hak khiyar dalam jual beli cabai sistem plastikan di 

Pasar Kota Metro. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan 

secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan 

penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun 

observasi. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data 

primer.
57

 

Sampel bagi penelitian ini sifatnya purposive artinya sesuai 

dengan maksuddan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini tidak 

menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas 

                                                             
56

 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan 

Kelas Dan Studi Kasus (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 36  
57  Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif (Jakarta: PT Grasindo, 

2005),  168  
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informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh 

informan atau partisipan.
58

 Penentuan sampel yang tepat yang didasarkan 

pada tujuan atau masalah penelitian yang menggunakan pertimbangan-

pertimbangan dari peneliti dalam rangka memperoleh ketepatan dan 

kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah 

yang dikaji. Ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu non random sampling dan menetapkan ciri 

khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti. Non random sampling 

adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama 

pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. 

Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang 

diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau 

sesuai dengan penelitian. Kriteria tersebut biasa diberi istilah dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi. Peneliti menetapkan kriteria khusus sebagai 

syarat populasi yaitu pedagang cabai sistem plastikan yang dapat 

dijadikan sampel. Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya 

adalah para pedagang cabai dan para konsumen di Pasar Kota Metro. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan 

cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Pada penelitian ini 

sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur bacaan yang 

                                                             
58 J.R. Raco, Metode Penelitian.., 115 

https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html
https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html
https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html
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relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan 

penelitian ini seperti buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan 

dengan penelitian ini diantaranya, Hukum Perikatan Islam di Indonesia 

karya Gemala Dewi dkk, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam karya 

Shobirin dengan judul Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal 

Economica karya Nur Fathoni dengan judul Konsep Jual Beli Dalam 

Fatwa DSN-MUI, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam karya Supriadi 

dan sumber-sumber lainnya seperti foto-foto transaksi jual beli cabai 

sistem plastikan di Pasar Kota Metro, catatan-catatan harian, dan 

sebagainya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian 

dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, 

cerita, gambar, artifacts. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, 

foto, cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data 

dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila 

sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diintifikasi, dihubungi serta 

sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan.
59

 Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan 

berbagai metode berikut: 

 

 

                                                             
59 Ibid., 108 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Supriadi,+S.E.I.,+M.E.I%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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1. Wawancara 

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan 

informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner.
 

Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. 

Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, 

perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dengan 

mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, 

mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang 

mereka pikirkan karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, 

dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.
60

 

Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara 

bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi 

antara wawancara bebas dan wawancara secara terpimpin, artinya 

meskipun dilaksanakan secara bebas namun arahnya jelas meskipun 

luwes atau fleksibel.
61

 Keluwesan yang dimaksud adalah keterampilan 

pewawancara dalam memanipulasi kondisi orang yang diwawancarai 

yang terlalu formal. Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait 

dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah 

masalah tertentu. 

Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai 

pertanyaan yang muncul mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap hak khiyar dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota 

                                                             
60 Ibid., 116  
61 Budiharto, Metodologi Penelitian Kesehatan: dengan Contoh Bidang Ilmu Kesehatan 

Gigi (Jakarta: EGC, 2008), 90 
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Metro. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Abdulloh, 

Aping, Nasrudin, Hadi, Inang Makoni selaku pedagang sayuran dan 

Rahma, Sri, Yuli, Risa, Sofi selaku konsumen. Wawancara dilakukan di 

toko masing-masing para penjual cabai. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.
62

  Metode 

dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu 

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual beli 

cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro. Dokumentasi yang peneliti 

gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau 

menganalisis benda-benda tertulis seperti peraturan-peraturan, catatan 

harian, laporan kegiatan dan foto-foto yang berkaitan dengan jual beli 

cabai sistem plastikan. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil 

wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu 

pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. lnilah yang disebut hasil 

temuan atau findings. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari 

fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. 

                                                             
62 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV 

Jejak, 2018), 153 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albi+Anggito,+Johan+Setiawan%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-

pola umum. lnduktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.
63

 

Bedasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti 

menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa 

dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi 

tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual beli 

cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Pedagang Cabai Sistem Plastikan di Pasar Kota 

Metro 

Dinas Pasar Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kota Metro.
64

 

Tahapan pembentukan Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro 

dimulaipada tanggal 27 April 1999 hingga 31 Desember 2000 yang pada saat 

itubernama Dinas Pasar Kota Metro. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2001 

hingga 11 Agustus 2003 Dinas Pasar Kota Metro berubah menjadi Sudin 

Pasar pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro. Hingga pada 

akhirnya yaitu tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2003 kembali menjadi Dinas 

Pasar Kota Metro, dan kemudian menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar Kota 

Metro berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2010.
65

 

1. Tugas Pokok Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro  

Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro mempunyai tugas 

pokok, melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan 

atas asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pasar. 
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan dan Pasar 

meyelengarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan pengelolaan 

pasar. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang perdagangan, pembangunan, pengembangan dan kemitraan, 

pendapatan, pembinaan dan penataan pedagang. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, 

pengembangan dan kemitraan, bidang perdagangan, pendapatan, 

serta bidang pembinaan dan penataan pedagang. 

d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 

e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit 

Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya.
66

 

2. Visi dan Misi 

Visi: “Perdagangan dan pasar yang berdaya saing”. 

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut: 

a. Perdagangan adalah upaya berniaga baik berupa barang maupun jasa 

yang diedarkan atau ditawarkan dari pihak produsen atau pedagang 

kepada pihak konsumen atau pembeli. 
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b. Sedangkan pasar adalah tempat bertemunya pihak penjualdan pihak 

pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli 

terbentuk. 

c. Daya saing adalah kemampuan pelaku usaha maupum pengelola 

pasar untuk berkompetisimelalui peningkatan kualitas dan inoyasi 

secara kompetitif.
67

 

Misi Untuk mengimplementasikan visi di atas maka diwujudkan 

dalam bentuk misi-misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum perkantoran. 

b. Perlindungan terhadap konsumen. 

c. Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pasar 

tradisional dan pasar sehat. 

d. Meningkatkan PAD serta kualitas pelayanan publik. 

e. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban pasar.
68

 

3. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Perda Kota Metro Nomor12 Tahun 2010 Dinas 

Perdagangan dan Pasar Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, 

yang membawahi Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis, 

masing-masing adalah : 
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a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan 3 (tiga) 

Subbagian yaitu: Subbag Perencanaan, Subbag Keuangan serta 

Subbag Umum dan Kepegawaian. 

b. Bidang-bidang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu: 

1) Bidang Pembangunan, Pengembangan, dan Kemitraan, dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, 

yaitu: Seksi Pembangunan dan Pengembangan, Seksi 

Kemitraan, dan Seksi Pemeliharaan. 

2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pengendalian 

Usaha, Seksi Perlindungan Konsumen, serta Seksi 

Pengembangan Usaha. 

3) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pendaftaran dan 

Pendapatan, Seksi Penetapan dan Penagihan, dan Seksi 

Pembukuan dan Pelaporan. 

4) Bidang Pembinaan dan Penataan Pedagang, dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: 

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Pedagang, Seksi Keamanan 

dan Ketertiban, serta Seksi Penataan Pedagang 

c. Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
69
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4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 

a. Bangunan gedung berjumlah 9 unit, yang terdiri dari: 

1) Bangunan gedung kantor: 1 unit 

2) Bangunan Kantor Pengelola Pasar sebanyak 3 unit, yaitu: 

a) Kantor Pengelola Pasar Tejo Agung 

b) Kantor Pengelola Pasar Ganjar Agung 

c) Kantor Pengelola Pasar Sumbersari 

d) Kantor UPT masih menempati lantai 1 bangunan Pasar 

Kopindo. 

3) Bangunan Kantor Satpam Pasar sebanyak 5 unit, yaitu: 

a) Kantor Satpam Pasar Margorejo: 1 unit 

b) Kantor Satpam Pasar Sumur Bandung: 1 unit 

c) Kantor Satpam Pasar Shoping Centre: 1 unit 

d) Kantor Satpam Pasar Kopindo: 1 unit 

e) Kantor Satpam Pasar Cendrawasih: 1 unit 

Sedangkan lokasi pasar yang belum memiliki bangunan 

kantor satpam adalah Pasar Tejo Agung, Pasar Margorejo, dan 

Pasar Sumbersari. 

b. Bangunan/fasilitas/infrastruktur pasar sejumlah 10 lokasi, yang 

terdiri dari: 

1) Bangunan Pasar Nuban 

2) Cendrawasih 

3) Kopindo 
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4) Terminal Kota 

5) Shoping Centre 

6) Pasar Sumur Bandung. 

7) Bangunan Pasar Margorejo 

8) Bangunan Pasar Tejo Agung 

9) Bangunan Pasar Sumbersari 

10) Bangunan Pasar Ganjar Agung
70

 

 

B. Hak Khiyar dalam Jual Beli Cabai Plastikan di Pasar Kota Metro 

Akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul. Akad terjadi 

antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas masing-

masing secara timbal balik, ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan 

antara kedua pihak yang melakukan akad. Sehingga menjadiakan sahnya 

suatu transaksi. Oleh karena itu fuqaha memandang akad sebagai faktor 

utama dalam sebuah transaksi, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali 

dengan akad. 

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (ta‟awun). 

Bagi pembeli menolong yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan 

menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan 

barang. Jual beli adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan 

keridhaan Allah SWT. Pelaksanaan khiyar pada transaksi jual beli yang di 
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dalamnya kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini pembeli berhak untuk 

melaksanakan khiyar. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan para penjual cabai mengenai 

alasan para penjual menggunakan plastik dalam mengemas cabai, maupun 

sayuran lain lebih praktis. Kepraktisan tersebut yang menjadi alasan 

pedagang menggunakan plastik ukuran 5 kilogram sampai 10 kilogram.
71

 

Pedagang sayuran di Pasar Kopindo Metro Pusat mengatakan bahwa 

cabai yang di kemas lebih efisien karena menghemat waktu dalam melakukan 

transaksi jual beli. Cabai yang di kemas dengan plastik sudah di timbang 

dengan berat antara 5 kilogram sampai 10 kilogram. Sehingga konsumen 

pada saat membeli cabai tidak perlu memilah milih cabai yang belum di 

kemas.
72

 

Pengemasan cabai menggunakan plastik lebih murah dan efisien 

karena harga plastik jauh lebih murah dibandingkan harga kardus maupun 

karung. Pengemasan dengan menggunakan plastik juga sangat efisien karena 

kemasan plastik yang digunakan adalah plastik transparan sehingga pembeli 

akan melihat dengan jelas bentuk maupun ukuran cabai yang dibeli.
73

 

Cabai yang di kemas dengan plastik, lebih memudahkan penjual dan 

pembeli dalam bertransaksi. Penjual sudah mengemas plastik pada malam 
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hari sebelum para pembeli datang ke pasar. Pembeli yang telah datang akan 

langsung menimbang dan membawa cabai dalam kemasan plastik tersebut.
74

 

Kemasan plastik sudah umum dalam sistem pengemasan cabai 

maupun sayuran lainnya. Kemasan plastik sangat mudah didapatkan, harga 

kemasan yang lebih murah, dan lebih efisien dalam pengemasan cabai 

maupun sayuran lain. Kemasan cabai yang menggunakan plastik transparan 

dapat dilihat dengan mudah oleh para pembeli, sehingga tidak ada unsur 

penipuan yang akan menyebabkan kerugian bagi pembeli.
75

 

Harga per kilogram cabai yang dijual dalam kemasan plastik, para 

pedagang mengatakan hal yang sama yakni per kilogram cabai yang di kemas 

dalam plastik 5 kilogram sampai 10 kilogram adalah cabai rawit merah Rp. 

30.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah besar Rp. 35.000 per 

kilogram. Sehingga harga cabai yang telah di kemas dalam plastik di jual 

dengan harga Rp. 150.000 sampai Rp. 300.000 untuk cabai rawit merah dan 

Rp. 175.000 sampai Rp. 350.000 untuk cabe merah besar. Sedangkan untuk 

pembeli eceran, harga cabai per kilogram sebesar Rp. 35.000 sampai 

Rp.45.000.
76

 

Kualitas cabai yang di kemas plastik dalam keadaan baik, para 

pedagang mengatakan hal yang sama yakni cabai yang di kemas dalam 

plastik adalah cabai dengan kualitas baik. Sebelum di kemas, cabai dalam 
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kondisi segar, dengan warna yang cerah, dan tidak layu apalagi busuk. 

Namun, tidak semua cabai yang di kemas dalam bentuk yang utuh, ada 

beberapa yang patah. Bentuk cabai yang patah tidak mengurangi kualitas 

cabai yang di kemas karena cabai dalam kondisi yang baik.
77

 

Cabai di kemas pada malam hari hingga subuh sampai para pembeli 

berdatangan ke pasar untuk membeli cabai tersebut. Namun ketika ditanya 

mengenai jam berapa, para pedagang menjawab berbeda, ada yang mulai 

mengemas cabai pukul 19.00 WIB, ada yang menjawab mulai pukul 23.00 

WIB dan ada yang menjawab pukul 21.00 WIB. Para pedagang dalam 

menentukan waktu pengemasan cabai tidak spesifik.
78

 

Ada kesepakatan antara pedagang dan pembeli pada awal transaksi 

jual beli cabai. Transaksi yang dilakukan adalah antara pedagang dan 

pelanggan tetap atau pembeli yang akan menjual kembali cabai yang di beli. 

Kesepakatan antara pedagang dan pembeli adalah apabila ada cabai yang 

kualitasnya kurang baik, maka pembeli akan menukar dengan cabai yang 

kualitas baik tetapi dengan ketentuan bahwa cabai yang di tukar mencapai 3 

kilogram per kemasan plastik apabila kurang dari 3 kilogram, itu adalah 

kebijakan dari pedagang itu sendiri.
79

 

Jual beli cabai dengan menggunakan kemasan plastik tidak ada 

kesepakatan atau perjanjian tertentu antara pedagang dan pembeli. Hal ini 
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dikarenakan para pembeli tidak pernah menanyakan kepada pedagang apakah 

cabai yang dibeli bisa dikembalikan atau tidak. Para pembeli hanya datang 

dan membeli cabai dengan kemasan plastik, ketika melihat cabai dalam 

kemasan plastik kualitas baik, para pembeli langsung menawar dan membawa 

cabai tersebut.
80

 

Ada pengembalian cabai apabila pembeli menemukan cabai yang 

busuk dalam kemasan plastik, para pedagang memberikan pernyataan ada 

yang berbeda-beda, namun ada pula yang menjawab sama. Ada pengembalian 

atau penukaran cabai yang busuk, dengan syarat cabai yang busuk mencapai 

3 kilogram per kemasan plastik. Namun, ketika pembeli menukar cabai yang 

hanya 1 kilogram sampai 2 kilogram, pedagang tidak memberikan penukaran 

terhadap cabai tersebut.
81

 

Tidak pernah ada pengembalian atau penukaran cabai yang busuk dari 

pembeli kepada para pedagang. Hal ini dikarenakan para pembeli dan 

pedagang tidak pernah melakukan kesepakatan atau perjanjian apapun 

mengenai pengembalian atau penukaran cabai yang sudah dibeli begitupula 

dengan jenis sayuran lainnya.
82

 Membeli cabai dalam kemasan plastik lebih 

efisien dan lebih menghemat waktu ketimbang pembeli harus memilah milih 

cabai dan memasukkan dalam kemasan sendiri-sendiri.
83

 

                                                             
80 Wawancara dengan Aping, Inang Makoni, dan Hadi selaku pedagang sayuran pada 

tanggal 20 Desember 2019. 
81 Wawancara dengan Abdulloh dan Nasrudin selaku pedagang sayuran pada tanggal 20 

Desember 2019. 
82

 Wawancara dengan Aping, Inang Makoni, dan Hadi selaku pedagang sayuran pada 

tanggal 02 Desember 2019. 
83 Wawancara dengan Rahma, Sri, Yuli, Risa, dan Sofi selaku pembeli pada tanggal 20 

Desember 2019. 



58 
 

Harga per kemasan cabai 5 kilogram sampai 10 kilogram mencapai 

harga Rp. 150.000,-. sampai Rp. 350.000,- per kemasan. Apabila pembeli 

cabai merupakan pembeli eceran maka harga yang diberikan berkisar Rp. 

35.000,- sampai Rp. 45.000,- per kilogram.
84

 Cabai yang di beli dan di kemas 

dengan menggunakan plastik transparan, dibeli dengan kualitas yang baik. 

Namun, ada beberapa konsumen yang menyatakan bahwa ketika membeli 

cabai dalam kemasan plastik, pada awalnya cabai masih dalam kondisi baik, 

namun setelah cabai sampai di tempat pembeli, cabai tersebut mulai menguap 

dan ujung-ujung cabai sudah membusuk.
85

 

Pembeli datang langsung dan membeli cabai yang sudah di kemas 

dalam plastik transparan seberat 5 kilogram dan 10 kilogram. Namun dua 

pembeli cabai lainnya yakni  Sri dan Yuli mengetahui bahwa cabai di kemas 

pada malam hari hingga menjelang subuh.
86

 Ada perjanjian atau kesepakatan 

antara pembeli dan penjual cabai sistem plastikan. Kesepakatan tersebut 

adalah pembeli berhak menukar cabai yang telah membusuk, dengan syarat 

bahwa cabai yang busuk mencapai 3 kilogram per kemasan plastik. Ada juga 

pembeli yang tidak pernah melakukan kesepakatan antara pembeli dan 

penjual mengenai penukaran cabai yang telah membusuk.
87
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Pembeli mendapatkan hak penukaran cabai yang telah membusuk 

dengan cabai yang masih baik karena pembeli menukarkan cabai yang telah 

membusuk seberat 4,1 kilogram dalam kemasan plastik 10 kilogram. Pembeli 

yang bernama Yuli ketika menukarkan cabai, ternyata cabai yang busuk 

hanya seberat 2,3 kilogram. Namun, karena adanya kebijakan dari penjual 

maka pembeli mendapatlkan penukaran cabai tersebut. Sedangkan ketiga 

pembeli lainnya tidak menukarkan dan tidak mendapatkan hak pengembalian 

cabai, karena ketiga pembeli tersebut tidak pernah melakukan kesepakatan 

apapun dengan penjual.
88

 

 

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar dalam Jual 

Beli Cabai Sistem Plastikan di Pasar Kota Metro 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli 

cabai sistem plastikan, dapat peneliti analisis bahwa hak khiyar dalam jual 

beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro tidak semua pembeli 

mendapatkan hak penukaran atau pengembalian cabai yang telah membusuk. 

Penukaran cabai yang membusuk didapatkan oleh para pembeli ketika ada 

kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan itupun menggunakan 

syarat yakni pengembalian cabai yang telah membusuk dapat diterima dengan 

kuantitas cabai yang membusuk mencapai 3 kilogram per kemasan plastik. 

Pelaksanaan jual beli cabai di Pasar Kota Metro adalah para konsumen 

datang langsung ke Pasar Kota Metro yang sudah berlangganan dengan para 
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penjual cabai sistem plastikan. Konsumen membeli cabai untuk dijual 

kembali kepada pembeli eceran dan ada konsumen yang membeli cabai untuk 

keperluan hajatan. Para konsumen membeli cabai dengan kemasan plastik 5 

kilogram maupun 10 kilogram dengan harga cabai rawit merah Rp. 30.000 

per kilogram. Sementara harga cabai merah besar Rp. 35.000 per kilogram. 

Berdasarkan teori khiyar diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu 

atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan 

atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-

masing pihak yang melakukan transaksi. Terjadi khiyar dalam jual beli, maka 

transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak 

khiyar ini telah disepakati oleh masing-masing pihak. Dalam masalah adanya 

cacat pada barang yang diperjualbelikan. Apabila kesepakatan antara pejual 

dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan 

berakhir dengan kesepakan tersebut. 

Penjelasan mengenai hak khiyar terhadap kondisi barang yang cacat 

ini kemudian dinamakan dengan khiyar „aib. Secara etimologi, khiyar berarti 

memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah 

menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. 

Kemudian secara terminologis dalam ilmu fiqih, khiyar berarti hak yang 

dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal 

yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.
89

 

Khiyar dalam akad jual beli berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang 
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bersangkutan dalam suatu transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak 

melangsungkan akad yang telah diadakan. 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 

dinyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.
90

 Jika dilihat 

dari definisi tersebut, khiyar ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh 

baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar 

memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi 

dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam 

Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang 

melakukan jaul beli. 

Berdasarkan data di lapangan, konsumen mengembalikan atau 

menukar cabai yang sudah membusuk. Cabai yang membusuk tersebut 

mencapai 3 kilogram dalam kemasan plastik 10 kilogram. Cabai yang dibeli 

oleh konsumen, akan digunakan untuk resepsi pernikahan. Pada saat 

konsumen membeli cabai, cabai sudah dikemas dalam kemasan plastik. 

Kondisi cabai pada saat pembelian terlihat baik walaupun sudah dikemas 

dalam plastik. Namun ketika konsumen sampai dirumah, konsumen tidak 

langsung membuka kemasan plastik tersebut. 

Cabai yang sudah dibeli dalam kemasan plastik, setelah dibuka oleh 

konsumen, ternyata cabai yang dibeli sudah mulai membusuk. Hal itu 

disebabkan oleh suhu yang ada dalam kemasan tidak tersirkulasi dengan baik 
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sehingga udara dalam kemasan mengeluarkan uap air. Uap air tersebut 

menyebabkan cabai cepat membusuk. Cabai yang membusuk tersebut 

ditukarkan oleh konsumen kepada pedagang cabai karena dalam jual beli, 

konsumen memiliki hak khiyar. Dalam kasus ini, hak khiyar yang dapat 

digunakan adalah jenis khiyar aib karena barang yang dibeli memiliki aib 

atau cacat, dalam hal ini cabai telah membusuk. 

Khiyar„aib merupakan salah satu bentuk khiyar yang terdapat dalam 

jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat 

berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik 

dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama. Islam 

mengajarkan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak 

khiyar atau pilihan, apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi 

jual beli yang akan dan telah dilakukan. 

Khiyar „aib merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah 

seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau 

menjadikannya ketika ditemukan „aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan 

alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu 

yang mengurangi nilai yang dijual. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini 

tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun 

dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan 

terbaik. 

Apabila dilihat lebih jauh, konsep khiyar „aib ini telah dikembangkan 

ulama mazhab. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan 
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khiyar„aib berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada barang yang 

diperjualbelikan, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya 

khiyar. Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang 

merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para 

pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi‟iyyah seluruh cacat 

yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang 

diinginkan dari padanya.
91

 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Keempat Khiyar „Aib 

Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari „aib, kecuali telah 

dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau 

membatalkan akad jual-beli yang obyeknya „aib tanpa penjelasan sebelumnya 

dari pihak penjual. Pasal 237 (1) „aib benda yang menimbulkan perselisihan 

antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) „aib 

benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. 

(3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila 

obyek dagangan „aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak 

menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila „aib benda terjadi 

karena kelalaian pembeli.
92

 

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda 

tambahan dari benda yang „aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli 

bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti 

beberapa diantaranya sudah „aib sebelum serah terima. (2) Pembeli 

                                                             
91 Ibid. 
92 PPHIMM, Kompilasi Hukum.., 66 
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dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak „aib. Pasal 240 Obyek 

jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat 

dikembalikan. 

Khiyar „aib pada jual beli cabai sistem plastikan menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah adalah konsumen berhak untuk mengembalikan 

cabai yang telah dibeli dengan alasan cabai tersebut sudah membusuk 

sehingga merusak kualitas cabai yang sudah dibeli. Selain itu, konsumen 

berhak memperoleh uang pembelian cabai yang telah membusuk pada 

penjual. Menjual cabai yang tidak dapat dimanfaatkan lagi adalah tidak sah 

sehingga konsumen berhak mengembalikan cabai kepada penjual dan berhak 

mendapatkan uang pembayarannya kembali. 

Pasal 241 (1) Penjualan benda yang „aibnya tidak merusak kualitas 

benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. 

(2) Pembeli dalam penjualan benda yang „aib yang dapat merusak 

kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan 

berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda 

yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk 

mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan 

berhak menerima kembali seluruh uangnya. 

Proses yang dilakukan dalam menggunakan khiyar aib oleh konsumen 

adalah ketika konsumen mengetahui bahwa cabai yang dibelinya sudah 

membusuk, maka konsumen menggunakan hak khiyar dalam jual beli cabai 

sistem plastikan tersebut. Dalam proses menggunakan hak khiyar oleh 
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konsumen, konsumen terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan penjual 

bahwa apabila cabai yang dibeli ada yang membusuk maka konsumen berhak 

mengembalikan atau menukarkan cabai yang telah membusuk tersebut 

kepada pedagang. 

Konsumen mendapatkan hak penukaran cabai karena memenuhi 

kesepakatan bahwa cabai yang berhak ditukarkan dengan kuantitas seberat 3 

kilogram dalam kemasan plastik 10 kilogram. Dalam kasus ini, pedagang 

tidak memberikan uang kembali pada konsumen yang mengalami kerugian 

akibat cabai yang dibeli telah membusuk. Konsumen hanya mendapatkan hak 

penukaran cabai dengan kualitas yang baik sehingga konsumen tetap 

meneruskan jual beli dengan cara menukarkan cabai tersebut. Oleh karena itu, 

hak khiyar yang digunakan oleh konsumen adalah khiyar aib. 

Setiap bertransaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki 

agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena 

pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya 

mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Al-Qur‟an 

hanya menyebutnya secara garis besar bahwa pengelolaan harta tidak boleh 

dengan cara bathil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa‟ayat 29 

sebagai berikut: 

                                

                                

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 



66 
 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nissa : 29)
93

 

 

Barang yang diperjualbelikan menjadi milik atau hak pembeli dalam 

kajian hukum Islam. Namun, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika 

terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada waktu 

berada di tangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut telah ada 

sebelum akad jual beli dilangsungkan, serta diketahui setelah terjadinya akad. 

 

  

                                                             
93 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya., 83 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar 

dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro hak khiyar dalam 

jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro tidak semua pembeli 

mendapatkan hak penukaran atau pengembalian cabai. Penukaran cabai 

didapatkan oleh para pembeli ketika ada kesepakatan antara penjual dan 

pembeli. Kesepakatan tersebut menggunakan syarat yakni pengembalian 

cabai dapat diterima dengan kuantitas cabai yang membusuk mencapai 3 

kilogram per kemasan plastik. Menurut ulama fiqih, khiyar „aib berlaku sejak 

diketahui cacat pada barang dagang dengan ketentuan bahwa cacat tersebut 

berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya. Dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 

dinyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Hak khiyar itu 

ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik 

pihak-pihak yang melakukan jaul beli. 

 

B. Saran 

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka 

peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Bagi penjual, penjual memberikan hak khiyar kepada pembeli dengan 

syarat-syarat tertentu, agar pihak penjual maupun pembeli tidak merugi. 

Selain itu, para pedagang harus selalu menjalankan usaha sesuai dengan 

konsep dan aturan Syari‟ah Islam, bukan semata-mata mencari 

keuntungan duniawi, serta saling memberikan kemudahan dan manfaat 

dalam proses jual beli yang dilakukan. 

2. Bagi pembeli hendaknya melakukan kesepakatan terlebih dahulu 

sebelum melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya kesepakatan 

kedua belah pihak tidak akan ada yang dirugikan, karena kesepakatan 

tersebut telah disetujui oleh pihak penjual maupun pembeli. 
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